
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

                                                NOMOR 113 TAHUN 2015  

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 37 TAHUN 2014  

TENTANG PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

  

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong 

Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain; 

b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Pengguna Anggaran Dana 

Keistimewaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Dana Keistimewaan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 827); 

 

SALINAN SALINAN SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 58); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

7.  Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA 

KEISTIMEWAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 37 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah 

provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah 

adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena 

jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. 

4. Inspektorat adalah Inspektorat DIY. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. 

6. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki 

DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 

tentang Pemerintahan Daerah. 

7. Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan 

adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan 

belanja transfer pada bagian transfer lainnya. 

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah DIY  dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan/atau Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD selaku PPKD adalah 

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

12. Kelompok Kerja Pengelola Dana Keistimewaan adalah kelompok kerja 

dengan unsur aparat kecamatan, aparat pemerintahan desa/kelurahan, 

lembaga masyarakat desa, dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai 

tugas sebagai mitra dalam pelaksanaan program kegiatan dana 

keistimewaan. 

13. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA/PB 

adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang sebagai pejabat pemegang kewenangan 

pengguna anggaran/barang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

keistimewaan SKPD yang dipimpinnya. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutanya disingkat KPA adalah Biro, 

Unit Kerja SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

15. Tahun n+2 adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang 

akan datang. 



16. SKPD Pengampu Dana Keistimewaan adalah SKPD DIY yang ditunjuk 

sebagai Penguna Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan. 

17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 

organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 

kegiatan, dan tujuan untuk partisipasi dalam pembangunan demi 

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila.   

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi  

sebagai berikut :  

Pasal 2 

(1)  Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi : 

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur 

dan Wakil Gubernur; 

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 

c. kebudayaan; 

d. pertanahan; dan 

e. tata ruang. 

 (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada : 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Dinas Kebudayaan; dan 

c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. 

3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

(1)  Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Dana Keistimewaan 

melimpahkan kewenangan kepada : 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Dana 

Keistimewaan; 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD, Kepala Dinas Kebudayaan, dan 

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang Dana Keistimewaan. 

(2) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat 

memberikan tugas kepada Biro, Unit Kerja pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD 

Kabupaten/Kota selaku KPA, sesuai dengan bidang urusan keistimewaan. 

4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1)  Bupati/Walikota mengusulkan Pejabat KPA Dana Keistimewaan, Pejabat 

Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Kabupaten/Kota yang 



melaksanakan tugas pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur 

melalui PA Dana Keistimewaan. 

(2) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c

dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk mengangkat KPA Dana

Keistimewaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Biro, Unit Kerja

pada SKPD, SKPD DIY dan SKPD Kabupaten/Kota.

(3) KPA Dana Keistimewaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur. 

(4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala SKPD DIY sebagai PA.

(5) Pengelolaan Dana Keistimewaan pada KPA di Kabupaten/Kota dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 4 Desember 2015 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 4 Desember 2015 

SEKRETARIS  DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 115 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001 




